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BERITA DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.24,2014   Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 

  Kabupaten Bantul. 
  Penyesuaian,tarif layanan,kelas tiga.                              

 

      

 

BUPATI BANTUL 
 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
PERATURAN BUPATI BANTUL 

 
NOMOR    24     TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PENYESUAIAN TARIF  LAYANAN  KELAS III RUMAH  SAKIT  UMUM  DAERAH  
PANEMBAHAN  SENOPATI KABUPATEN  BANTUL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BANTUL, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran tarif pelayanan darah 

dari Palang Merah Indonesia, perlu penyesuaian tarif layanan 
darah di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 
Kabupaten Bantul; 

 

b. bahwa penyesuaian tarif layanan kelas III pada Rumah Sakit 

Umum Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah 
dikonsultasikan dengan DPRD dan telah mendapat Persetujuan 
DPRD berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Persetujuan 
Atas Hasil Pembahasan Konsultasi Tarif Layanan Kelas III Rumah 
Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul 
tentang Penyesuaian Tarif Layanan Kelas III  Rumah Sakit Umum 
Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; 
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Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan  Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
44); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004    
Nomor   125,    Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa  kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

 
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 29); 

 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013  tentang 
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminnan Kesehatan; 

 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013  tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 

 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997 tentang 
Penetapan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah; 

 
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/ SK/X/2007 

tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum; 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 
8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor  19 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10); 
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20. Peraturan Daerah Kab upaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Tarif Layanan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah 

Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 7); 

 
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 A Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 16A); 
 

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5.2); 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : 
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYESUAIAN TARIF 

LAYANAN KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL. 

 
 

Pasal I 

 
Ketentuan Lampiran IV Nomor VI huruf B Nomor 8 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas  III  Rumah 

Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7)), 

disesuaikan sebagai berikut : 
 
8. BANK DARAH 

  

No. Jenis Pemeriksaan Jasa Sarana Jasa Pelayanan Jumlah 

1. Wool Blood 262.000 38.000 300.000 

2. PRC 262.000 38.000 300.000 

3. Fres Plasma 262.000 38.000 300.000 

4. Trombosit 262.000 38.000 300.000 

5. Rich Plasma 262.000 38.000 300.000 

6. Darah Tanpa Cros 335.000 0 335.000 

7. Uji Cocok Serasi 65.000 25.000 90.000 

8. Coomb Test Direk 50.000 20.000 70.000 

9. Coomb Test Indirek 50.000 20.000 70.000 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

 

Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal  19 MEI 2014 

 
BUPATI  BANTUL, 
 

           ttd 
 

SRI SURYA WIDATI 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal  19 MEI 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

 

                              ttd 

   

              RIYANTONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR  24 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

u.b. Asisten Pemerintahan 

Kepala Bagian Hukum 

 

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H 
NIP. 19691231 199603 1 017 

 


